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➢ Form wawancara penelitian 

 

A. Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XIX 

 

1. Apa kewenangan dan kepentingan BPK terhadap Gedung 

Kesenian Societeit de Harmonie? 

2. Apa saja riwayat peelstarian yang telah dilakukan pada Gedung 

Kesenian Societeit de Harmonie? 

3. Sejauh ini bagaimana koordinasi yang terjalin antara pihak BPK XIX 

dengan Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Provinsi Sulawesi 

Selatan selaku instansi yang menaungi Gedung Kesenian societeit 

de Harmonie? 

4. Apakah terdapat pengawas/jupel yang diarahkan langsung oleh 

pihak BPK dalam melindungi atau mengawasi Gedung Kesenian 

Societeit de Harmonie selaku bangunan cagar budaya? 

5. Apa saja tantangan pelestarian terhadap Gedung Kesenian 

Societeit de Harmonie? 

6. Apa saja rencana kedepannya terkait pelestarian terhadap Gedung 

Kesenian Societeit de Harmonie? 

 

B. Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Provinsi Sulawesi Selatan 

 

1. Apa kewenangan dan kepentingan Dinas Kebudayaan dan 

Kepariwisataan Provinsi Sulawesi Selatan terhadap Gedung 

Kesenian Societeit de Harmonie? 

2. Bagaimana bentuk pembagian kerja antar UPT yang dibentuk 

khususnya UPT Museum Mandala & Societeit de Harmonie? 

3. Sejauh ini apa saja upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah 

daerah terkait pengelolaan dan pemanfaatan terhadap Gedung 

Kesenian Societeit de Harmonie? 

4. Apa saja kendala yang dihadapi dalam proses pengelolaan dan 

pemanfaatan yang dilakukan? 

 

C. UPT Museum Mandala & Societeit de Harmonie 

 

1. Apakah Gedung Kesenian Societeit de Harmonie telah terdaftar 

sebagai bangunan cagar budaya? Jika telah terdaftar, pada tahun 

berapa? 

2. Sejauh ini apa saja upaya yang telah dilakukan pihak UPT selaku 

instansi yang bertanggung jawab dalam hal pengelolaan dan 

pemanfaatan terhadap Gedung Kesenian Societeit de Harmonie? 

3. Apa saja kendala yang dihadapi dalam proses pengelolaan dan 

pemanfaatan yang dilakukan? 
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4. Apa langkah yang diambil oleh pihak UPT terhadap kendala yang 

dialami? 

5. Apakah pemanfaatan yang dilakukan saat ini sudah sesuai dengan 

aturan/regulasi yang ada? 

6. Apakah terdapat upaya yang ditujukan kepada masyarakat atau 

pengunjung untuk ikut andil dalam melestarikan bangunan? 

7. Apakah terdapat rencana pengelolaan yang akan dilakukan 

terhadap Gedung Kesenian Societeit de Harmonie dalam 5 tahun 

kedepan? 

 


